~~. Menimbang :

Mengingat

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

a.

N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108) dan sesuai Nota Dinas
Pit Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
180/8306/418.52/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Kediri berkaitan Pelaksanaan Teknis
Pemungutan Retribusi dan Berita Acara Nomor 050/8416/418.52/2017
tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembahasan Penyusunan 3 (tiga)
Rancangan Peraturan Bupati Kediri berkaitan Pelaksanaan Teknis
Pemungutan Retribusi perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) ;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Reftribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri
D);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 108);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i F

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Bupati adalah Bupati Kediri .

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Kas Umum Daerah adalah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
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Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/
kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Waijib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .
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BAB i
INSTANSI PEMUNGUT
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 2
Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan di tempat yang telah ditentukan atau ditempat

pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 108) berada.

Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Dinas Perdagangan dengan tugas memungut Retribusi
Persampahan/Kebersihan di Pasar;

b. Dinas Lingkungan Hidup dengan tugas memungut Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan selain di Pasar.

BAB llI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3
Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.
Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan kepada Bupati.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan hasil
kajian.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.
Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus
dan seketika.

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat
pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan sesuai waktu yang
ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan

persampahan/kebersihan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), hasil pembayaran retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Umum
Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam pada
setiap hari kerja.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan menggunakan SSRD.

BABV
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala
Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dengan persetujuan Bupati dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi yang lain ternyata
kelebihan pembayaran retribusi kurang/sama maka waijib Retribusi
menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran
kompensasi dengan Retribusi terutang dimaksud dan tidak diterbitkan
SKRDLB.
Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang Retribusi maka
harus diterbitkan SKRDLB.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkan SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
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(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan melalui BPKAD memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 6
Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang
Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 7

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat diajukan penghapusan
setelah dilakukan penelitian administrasi.

(2) Piutang Rteribusi yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:
a. SKRD atau bukti lain yang dipersamakan;

STRD;

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Pengurangan.

® 0o o

Pasal 8

(1) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meskipun belum kedaluwarsa dapat
diajukan penghapusan dengan ketentuan :

a. Wajib retribusi orang pribadi, apabila:

1) Wajib retribusi tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia
dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

2) Waijib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

3) Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek retribusi
sudah tutup;

4) Waijib retribusi tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,
seperti wajib retribusi yang tidak dapat ditemukan lagi atau
dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak
lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan
yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam,
kebakaran dan lain sebagainya;
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b. Wajib retribusi badan, apabila:

1) bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris,
pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang
dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau
kurator tidak dapat ditemukan;

2) Wajib retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi;

3) Penagihan retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan
penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi,
likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik
secara langsung, maupun dengan menempelkan pada
papan pengumuman atau media massa;

4) Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan
upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan
penelitian setempat atau penelitian administrasi serta dibuatkan berita
acara penelitian oleh petugas.

Pasal 9
Kepala Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan menyusun daftar usulan penghapusan
Piutang Retribusi Daerah.
Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi bersama
instansi terkait dan telah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
Nama wajib retribusi;
Alamat wajib retribusi;
Jenis retribusi daerah;
Tahun retribusi;
Tanggal dan nomor SKRD;
Jumlah pokok retribusi yang akan dihapuskan;
Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau
kenaikan;
h. Alasan dihapuskan.

@0 aooTow

Pasal 10
Daftar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),
disampaikan kepada Bupati untuk dihapuskan.
Penghapusan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
memeriukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Penghapusan piutang retribusi
daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Atas penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
menghapuskan retribusi dimaksud dari daftar piutang retribusi dan
memberikan Salinan Keputusan kepada Wajib Retribusi.

BAB VI
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 11

Tujuan pemeriksaan Retribusi adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan
wajib Retribusi dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 12

Pemeriksaan retribusi dilakukan dengan cara sederhana meliputi :

a.

(1)

pemeriksaan di lapangan atau ditempat pelayanan pemakaian
kekayaan daerah dilakukan terhadap wajib retribusi pada waktu itu
yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;

pemeriksaan di kantor terhadap wajib retribusi pada waktu yang telah
ditentukan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Pasal 13

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf

a, dilakukan dengan cara :

a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya
sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah ;

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya ;

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi
yang diperiksa ;



)

(1)

)

10
e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat

menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan
petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan/atau tempat-
tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan
di tempat-tempat tersebut ;

f.  melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf
e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan waijib retribusi yang
diperiksa.

Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

dilakukan dengan cara :

a. memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan
retribusi, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya ;

b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;

c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik
pengolah data lainnya ;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi
yang diperiksa ;

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang
diperiksa.

Pasal 14

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib retribusi atau
wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya, dan
selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan
berikutnya.

Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan
lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau
ruangan yang diperlukan.
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Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau
wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai waijib retribusi
yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu
kelancaran pemeriksaan.

Apabila waijib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin
untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang
diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus
menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran
pemeriksaan.

Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili waijib retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu
kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani
surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara
penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.

Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan
membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang
secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 15

Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai
dasar penerbitan STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Apabila penghitungan besarnya retribusi yang terutang dalam STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SKRD,
perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang
bersangkutan.

Pasal 16
Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir
pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua
puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai
dilakukan.
Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera
setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan
wajib retribusi.



(4)
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Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil
pemeriksaan yang disampaikan kepada waiib retribusi.

Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan
dengan penyidikan.

Pasal 17

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak
pidana di bidang retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa
membuat laporan pemeriksaan.

(1)

(2)

@)

(4)

BAB Vil
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan,

keringanan dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Bupati

melalui Kepala Instansi Pemungut  Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

jatuh tempo pambayaran dengan dilampiri :

a. kemampuan keuangan Waijib Retribusi yang didukung oleh
keterangan/bukti sah dari yang berwenang, dan bagi Wajib Retribusi
Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;

b. besarnya Retribusi terutang; dan/atau

c. pemanfaatan pemakaian pelayanan pasar.

Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan

Wajib Retribusi diterima, dengan ketentuan :

a. pengurangan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari besarnya
retribusi terutang;

b. keringanan berupa pelunasan Retribusi selama-lamanya 1 (satu)
tahun;

c. pembebasan pembayaran retribusi selama 1 (satu) tahun anggaran.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Kepala Instansi Pemungut

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan persetujuan

Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Retribusi

dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi hanya

berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan tahun anggaran selanjutnya

berlaku ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan.
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(5)  Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat

dilakukan dengan cara Wajib Retribusi mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor
14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/8306/418.52/2017 tanggal
19 Desember 2017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kediri
berkaitan Pelaksanaan Teknis Pemungutan Retribusi dan Berita Acara Nomor
050/8416/418.52/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembahasan
Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Kediri berkaitan Pelaksanaan
Teknis Pemungutan Retribusi dengan hasil peserta rapat memutuskan periu
menetapkan 3 (tiga) Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dengan
Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 12 - 2017
BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 12 -2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ttd. Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
SUPOYO ab:
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI Kepala Bagian Hukum

TAHUN 2017 NOMOR 61

H. SUKADI, SE. MM.
Pgmbina
NIP. 19670307 199003 1 006




